PENGHASILAN

2025
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PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- | bahwa untuk melaksanalan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
ABSTRAK Pemerintah Nomor 12 Tahun 20I9 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Lampiran BAB Il huruf D angka 2 huruf a angka 8) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peratural Bupati
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

- | Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34
Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1Tahun 2020; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6
Tahun 2022; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 1 Tahun 2023.

- | Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman dalam pemberian
TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah yang diberikan kepada PNS,
PPPK dan CPNS. Besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi
kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan atau pertimbangan objektif
lainnya

:|-| - Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21
CATATAN Februari 2025;
- Jumlah lampiran 16 halaman




